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ABSTRACT

Government agencies is one of service to the community to realize the achievement of
good governance in Indonesia. However, on Based on this background, the purpose of this
study was to obtain empirical evidence about the regency government employee perceptions
of the factors that influence fraud (fraud). These factors include the enforcement of laws /
regulations, effectiveness of internal controls, compliance compensation, ethical culture
management.

The study population consisted of 541 employees, 60 employees of the sample number
of government authorities in the regency. The sampling technique using a convenience
sampling. Collecting data using questionnaires. Data analysis using multiple linear
regression analysis (multiple linear regression).

The results showed the negative influence of variables enforcement / regulatory and
ethical culture management to fraud (fraud) in the government sector, there is a positive
influence between the effectiveness of internal control and compliance compensation against
fraud (fraud) in the government sector
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ABSTRAK

Instansi pemerintahan merupakan salah satu layanan kepada masyarakat untuk
mewujudkan tercapainya good governance di Indonesia. Namun, pada Berdasarkan latar
belakang tersebut, maka tujuan penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris tentang
persepsi pegawai pemerintah Kabupaten Bondowoso terhadap faktor-faktor yang
mempengaruhi kecurangan (fraud). Faktor-faktor tersebut meliputi peraturan hukum,
keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, budaya etis manajemen.

Populasi penelitian ini terdiri dari 541 pegawai, sampel penelitian sejumlah 60
pegawai instansi pemerintahan di Kabupaten Bondowoso. Teknik penarikan sampel
menggunakan convenience sampling. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner.
Analisis data menggunakan metode analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan pengaruh negatif variabel peraturan hukum dan budaya
etis manajemen terhadap kecurangan (fraud) di instansi pemerintahan, terdapat pengaruh
positif antara keefektifan pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi terhadap
kecurangan (fraud) di instansi pemerintahan

Kata Kunci : Fraud, Persepsi, Sektor Pemerintahan



PENDAHULUAN

Kecurangan  (Fraud)  menurut
standar Institute of Internal Auditors (I1A)
dalam Sawyer (2006:339) adalah suatu
tindakan  penipuan yang  mencakup
berbagai penyimpangan dan tindakan
illegal yang ditandai dengan penipuan
disengaja. Kecurangan (fraud) merupakan
suatu tindakan penyimpangan yang
disengaja oleh individu atau kelompok
dengan tujuan memperoleh keuntungan
pribadi ataupun kelompok. Association of
Certified Fraud Examinations (ACFE)
membagi kecurangan (fraud) dalam tiga
jenis berdasarkan perbuatannya, yaitu:
penyimpangan atas aset (Asset
Misappropriation), pernyataan palsu atau
salah  pernyataan rekayasa laporan
keuangan (Fraudulent Statement), dan
korupsi (Corruption). Tindakan-tindakan
tersebut tentu saja sangat merugikan bagi
perusahaan yang bersangkutan. Kasus
kecurangan yang sering terjadi baik di
instansi pemerintahan maupun instansi
swasta adalah kasus korupsi. Di instansi
pemerintah, kasus korupsi tidak hanya
melibatkan orang-orang yang mempunyai
jabatan tinggi tetapi juga orang-orang yang
berada dibawahnya serta tidak hanya
terjadi di lingkungan pemerintah pusat
melainkan juga lingkungan pemerintah

daerah. Tindak korupsi yang seringkali

dilakukan di

memanipulasi pencatatan, penghilangan

antaranya adalah

dokumen, dan mark-up yang merugikan
keuangan atau perekonomian negara.
Kecurangan ini biasanya dipicu oleh
adanya keinginan untuk menampilkan atau
menyajikan laporan keuangan yang baik
atau laporan keuangan yang surplus. Selain
itu kecurangan bisa juga terjadi karena
adanya kesempatan untuk melakukan
penyelewengan. Dalam instansi
pemerintah sering terjadi kasus
penyelewengan aset Negara atau aset
pihak-pihak

Tindakan tersebut dilakukan semata-mata

Daerah  oleh tertentu.
untuk kepentingan pribadi dan sekelompok

orang.

Teori yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teori fraud triangle
yang diungkapkan oleh Cressey (1953)
dalam Tuanakotta (2007:105) bahwa
tindakan kecurangan (fraud) didasari oleh
adanya kesempatan (opportunity), tekanan
(pressure), dan pembenaran
(rationalization). Variabel yang akan
diteliti merupakan proksi dari ketiga faktor
tersebut. Kesempatan (opportunity)
merupakan suatu kondisi yang dapat
membuka peluang terjadinya kecurangan
(fraud). Dalam penelitian ini opportunity
diproksikan oleh variabel peraturan

hukum, variabel keefektifan pengendalian



internal. Tekanan (pressure) merupakan
faktor yang berasal dari kondisi individu
yang menyebabkan seseorang melakukan
kecurangan. Dalam penelitian ini pressure
diproksikan oleh variabel kesesuaian
kompensasi. Pembenaran (rationalization)
merupakan sikap atau proses berfikir
dengan pertimbangan moral dari individu
karyawan untuk merasionalkan tindak
kecurangan.  Dalam  penelitian  ini
rationalization diproksikan budaya etis
manajemen.

Kasus-kasus  tindak  kecurangan
(fraud) yang terjadi di instansi pemerintah
daerah kini kian marak terjadi. Kejaksaan
Negeri Bondowoso menahan Bendahara
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan
Kepala Bidang Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi atas kasus korupsi Kasus
Pertama Diterbitkan oleh Suara Publik
pada hari Minggu, 31 Agustus 2014 Pukul
19:46:14 WIB vyaitu diduga melakukan
tindak pidana korupsi Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang
dialokasikan untuk pembangunan fisik
gedung Balai Latihan Kerja (BLK) tahun
2013-2014., yang menelan anggaran
sekitar Rp. 2,8 Milyar yang berlokasi di
Desa Tangsil Kabupaten Bondowoso.
Pembangunan gedung BLK dengan nomo
rekening, 5.2.3.26.01, yang dianggarkan
sebesar Rp.2.891.265.500,- itu, seharusnya
dibangun 2 lantai tetapi pada realisasinya

hanya terdapat satu lantai saja. Selain itu

Kepala Bidang Disnaketrans tersebut juga
terbukti membawa banyak inventaris
kantor diantaranya belasan LCD Proyektor
yang biasa digunakan untuk sosialisasi,
sejumlah laptop dan dan sebuah motor ber
plat merah yang biasa digunakan di balai
latihan  kerja. Kasus yang Kedua
diterbitkan oleh Memo X Bondowoso pada
tanggal 4 February 2016 vyaitu dalam
Proyek Infrastruktur Pedesaan Padat
Pekerja. Pada tahun 2014, Disnakertrans
mendapat proyek dari Kemetrian Naker
berupa Proyek Infrastruktur Pedesaan
Padat Pekerja (PIP3) I, I, IIl. PIP3 I
berlokasi di Desa Tangsel Kulon
Kecamatan Tenggarang berupa pavingisasi
jalan lingkungan. Kemudian PIP3 Il juga
berlokasi di Tangsel Kulon dalam bentuk
plengsengan. PIP3 11l tempat proyeknya di
Desa  Tangsel  Wetan Kecamatan
Wonosari, yaitu pembuatan plengsengan.
Proyek-proyek tersebut merupakan bagian
dari Program Perluasan Kesempatan Kerja
pemerintah bagi masyarakat yang ada di
kedua desa tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul : Pengaruh peraturan hukum,
keefektifan pengendalian intern,
kesesuaian kompensasi, dan budaya etis
manajemen terhadap kecurangan di
instansi pemerintahan.

RUMUSAN MASALAH



1. Apakah terdapat pengaruh peraturan
hukum terhadap kecurangan (fraud) di
instansi pemerintahan ?

2. Apakah terdapat pengaruh keefektifan
pengendalian intern terhadap

kecurangan  (fraud) di  instansi
pemerintahan ?

3. Apakah

kompensasi

terdapat kesesuaian

terhadap  kecurangan
(fraud) di instansi pemerintahan ?
4. Apakah terdapat pengaruh budaya etis
organisasi terhadap kecurangan (fraud)
di instansi pemerintahan ?
METODE PENELITIAN
Bagian ini akan membahas tentang
pengertian dan jenis variabel dependen,
variabel independen. Yang menjadi
variabel Dependen dalam penelitian ini
adalah Kecurangan di instansi
Pemerintahan. Variabel Independen dalam
penelitian ini adalah Peraturan hukum,
Keefektifan Pengendalian Intern,
Kesesuaian Kompensasi, dan Budaya Etis

Manajemen.

Desain Penelitian

Penelitian ini  merupakan studi
empiris untuk mengetahui pengaruh antara
Keefektifan

Peraturan Hukum,

Pengendalian Intern, Kesesuaian
Kompensasi, dan Budaya Etis Manajemen
Terhadap Kecurangan (Fraud) di Instansi

Pemerintahan.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini
adalah Seluruh Pegawai Negeri Sipil yang
bekerja pada Dinas se Kabupaten
Bondowoso. Tahap penentuan sampel
yaitu  dengan  menentukan  sampel
responden menggunakan teknik
convenience sampling vyaitu penarikan
sampel berdasarkan keinginan peneliti
sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik
convenience sampling hanya
mengumpulkan informasi dan elemen
populasi yang tersedia saat dilakukannya
penelitian untuk memberikan informasi
yang dibutuhkan dalam penelitian. Alasan
menggunakan metode ini adalah karena
keterbatasan jumlah pegawai yang dapat
ditemui untuk dijadikan responden karena
kesibukan para pegawai instansi selain itu
juga penelitian ini terkedala oleh waktu.
Kuisioner dibagikan pada saat bulan Puasa
sehingga jam kerja pegawai dinas sangat
terbatas. Hal tersebut memperlambat
pengumpulan kembali Kkuisioner kepada
peneliti. Serta sulitnya mendapatkan ijin
untuk melakukan penelitian di instansi
sektor pemerintahan Kabupaten
Bondowoso. Keunggulan dari
pengambilan menurut jumlah ini adalah
praktis karena jumlah sudah ditentukan
dari awal.Sedangkan, kekurangannya
adalah belum tentu mewakili seluruh
anggota populasi.

Metode Analisis

Analisis Statistik Deskriptif



Penelitian ini menggunakan
metode analisis data statistik deskriptif.
Statistik  deskriptif merupakan proses
transformasi data penelitian dalam bentuk
tabulasi data responden yang diperoleh
dari  kuisioner  serta  penjelasannya
sehingga mudah dipahami dan
diinterpretasikan. Statistik deskriptif pada
umumnya digunakan oleh peneliti untuk
memberikan informasi karakteristik
variabel penelitian yang utama dan data
demografi  responden. Ukuran yang
digunakan dalam statistik deskriptif antara
lain berupa frekuensi, tendensi sentral
(rata-rata, median, modus), dispersi
(deviasi standar dan varian), dan koefisien
korelasi antar variabel penelitian.
Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk
menguji sah atau valid tidaknya suatu
kuesioner dimana kuesioner dikatakan
valid jika pertanyaan pada kuesioner
mampu untuk mengungkapkan sesuatu
yang akan diukur oleh kuesioner tersebut
(Ghozali, 2006). Uji validitas dalam
penelitian ini dengan melakukan korelasi
bivariate antara masing-masing skor
indikator dengan total skor konstruk.
Konstruk dikatakan valid jika nilai Pearson
Correlation > 0,5 dan signifikansi < 0,05
Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk
mengetahui konsistensi jawaban responden

dari waktu ke waktu (Ghozali. 2006). Uji

reliabilitas digunakan untuk mengetahui
sejauh mana alat ukur dapat dipercaya dan
diandalkan. Pengujian reliabilitas dapat
dilakukan setelah semua butir pertanyaan
valid. Kriteria pengujian adalah jika
koefisien alpha (o) > 0,6, maka instrumen
yang digunakan dinyatakan reliable. Untuk
melakukan uji realibilitas digunakan
metode alpha. Suatu variabel dikatakan
reliabel jika memiliki Cronbach Alpha>
0,60 (Imam Ghozali, 2001:140).

Analisis Regresi Linier Berganda
Dalam penelitian ini menggunakan
uji analisis statistik. Untuk membuktikan
hipotesis diterima atau ditolak dalam
penelitian ini  menggunakan alat uji
statistik regresi linier berganda untuk
menguji Peraturan Hukum, Keefektifan
Pengendalian Intern, Kesesuaian
Kompensasi, dan Budaya Etis Manajemen
terhadap Kecurangan (Fraud) di Instansi
Pemerintahan.
Y = at piXy + BoXp +
B3X3 + By Xy + €

Keterangan :

Y = Kecurangan (Fraud)

a = Konstanta

B1 .. Bs = Koefisien arah persamaan
penelitian

X1 = Peraturan Hukum

X2 = Keefektifan Pengendalian
Intern

X3 = Kesesuaian Kompensasi

X4 = Budaya Etis Manajemen



E = Kesalahan pengganggu

(disturbance’s error)

HASIL dan PEMBAHASAN
Deskripsi Hasil Penelitian

Responden dalam penelitian ini
adalah para Pegawai Negeri Sipil (PNS)
yang bekerja di Dinas se-Kabupaten
Bondowoso. Data yang diperlukan dalam
penelitian ini  dikumpulkan  melalui
observasi dan menyebarkan kuisioner ke
pada dinas-dinas se Kabupaten
Bondowoso. Kuisioner yang disebarkan
adalah sebanyak 60 kuesioner dan disebar
di 12 dinas yang ada di Kabupaten
Bondowoso pada bulan Juni 2016. Jumlah
kuesioner tersebut merupakan jumlah
dijadikan

responden berdasarkan hasil survei awal

pegawai  yang  bersedia
penelitian. Namun pada akhirnya kuisioner
yang kembali hanya sebanyak 50

kuisioner.

Statistik Deskriptif Demografi
Responden

Berdasarkan table 4.3 dapat
diketahui bahwa responden penelitian ini
terdiri dari 34 pria dan 16 orang wanita.
Dari segi usia dapat diketahui bahwa
responden dengan usia di atas 30 tahun
sebanyak 9 orang, usia di atas 40 sampai
50 tahun sebanyak 12 dan yang berusia di
atas 50 tahun sebanyak 29 orang. Dari segi

pendidikan terakhir dapat diketahui bahwa

yang yang menyelesaikan  jenjang
pendidikannya  sampai  dengan Sl
sebanyak 30 orang, S2 6 orang, dan yang
sisanya 14 orang merupakan lulusan SMA.
Selanjutnya dilihat dari sub bagiannya
dapat diketahui bahwa sekretaris dinas 10
orang, kepala bidang 6 orang, kepala
bagian 4 orang, dan 30 orang lainnya
merupakan staf keuangan. Selanjutnya
yang terakhir yang memiliki masa kerja 5
sampai 10 tahun sebanyak 6 orang, masa
kerja 11 sampai 20 tahun sebanyak 14
orang dan sisanya 30 orang yang masa
kerjanya lebih dari 21 tahun.

Uji Kualitas Data
Uji Validitas

Uji validitas pada penelitian ini
dilakukan dengan teknik korelasi Product
Moment Pearson. Konstruk dikatakan
valid jika nilai Pearson Correlation > 0,5
dan nilai signifikansi < 0,05. Berdasarkan
hasil uji validitas diketahui bahwa semua
pertanyaan  dalam  kuesioner  sudah
memenuhi uji validitas karena Pearson
Correlation menunjukkan > 0,5 dan nilai
signifikansi < 0,05, Sehingga dapat
disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan
yang ada dalam penelitian ini adalah valid.

Uji Reliabilitas

Berdasarkan tabel 4.6 hasil uji
Reliabilitas tersebut menunjukan bahwa
data yang diperoleh bersifat reliabel karena
Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60



yakni (0,799, 0,700, 0,753, 0,644, 0, 741 >
0,60) sehingga data yang diperoleh dapat
dinyatakan reliabel. Sesuai dengan yang
disyaratkan oleh Ghozali (2005:42) bahwa
suatu konstruk dikatakan reliabel jika nilai
Cronbach Alpha > 0,60.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Hasil grafik histogram maupun
normal plot dapat disimpulkan bahwa
grafik  histogram  memberikan  pola
distribusi normal. Sedangkan pola grafik
normal plot terlihat titik-titik menyebar
disekitar garis diagonal, serta
penyebarannya mengikuti arah garis
diagonal. Maka model regresi layak
dipakai karena telah memenuhi asumsi

normalitas.

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil analisis
collinearity statistic diketahui bahwa hasil
perhitungan tolerance pada table 4.6 tidak
ada variable independen yang memiliki
nilai tolerance kurang dari 0,10 yang
berarti tidak ada korelasi antar variable
independen yang nilainya lebih dari 95%.
Hasil perhitungan nilai Variance Inflation
Factor (VIF) juga menunjukkan hal yang
sama, tidak ada suatu variable independen
yang memiliki nilai VIP kurang dari 10.
Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada

Multikoliearitas antar variable independen
dalam model regresi.
Uji Heteroskedastisitas

Hasil analisis dari grafik scatterolts
pada Gambar 4.2 terlihat menyebar secara
acak, tidak membentuk suatu pola tertentu
yang jelas, serta tersebar baik diatas
maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y.
Hal ini berarti tidak terjadi
heteroskedastisitas pada model regresi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Variable Koef. thitung Sig.
Regresi

Konstanta 41,317 6,493 0,000
X1 -0,897 -3,309 0,002
X2 0,292 1,267 0,212
X3 0,082 434 0,666
X4 -0,871 -3,128 0,003

Berdasarkan hasil tersebut dapat
diperoleh  persamaan  regresi  linier

berganda sebagai berikut :

Y = a+ b X, + byX, + bX; +
b, X, + e
= 41,317 — 0,897 + 0,292 + 0,082 —
0,0871

Uji Hipotesis
Ujit

Menurut Ghozali (2006) pengujian
ini pada dasarnya menunjukkan sebera
jauh pengaruh satu variabel independen
secara individual/parsial terhadap variabel

dependen. Pengujian dilakukan dengan



menggunakan significance level 0,05. Jika
significance level berada di atas 0,05,
hipotesis ditolak atau dapat diartikan
bahwa  variabel  independen  tidak
berpengaruh  secara parsial terhadap
variabel dependen. Sebaliknya, ketika
significance level berada di bawah 0,05,
hipotesis diterima atau dapat diartikan
bahwa variabel independen berpengaruh
secara parsial terhadap variabel dependen.
Tabel distribusi t dicari pada o = 5%,
dengan derajat kebebasan (df) n-k atau 50-
4 = 46. Dengan merujuk pada tabel t, maka
diperoleh hasil dari t tabel yaitu sebesar
2.01290.

Model  thitung Sig. Hasil

(Constan) 6,493 0,000
Peraturan -3,309 0,002 HO ditolak
Hukum H1
diterima
Keefektifan 1,267 0,212 HO
Pengendalian diterima
Intern H2 ditolak
Kesesuaian 434 0,666  HO
Kompensasi diterima
H3 ditolak
Budaya Etis -3,128 0,003 HO ditolak
Manajemen H4
diterima
1. Peraturan  hukum  berpengaruh

signifikan negative  terhadap
terjadinya kecurangan di instansi
pemerintahan sehingga H1 ditolak.
Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.8
yang menunjukkan bahwa

peraturan hukum (X1) memiliki

nilai signifikansi (Sig.) 0,002 lebih
kecil dari 0,05 dan uji t pada
peraturan hukum  menunjukkan
nilai -3,309 lebih kecil dari t tabel
(2,01290).

Keefektifan pengendalian intern
berpengaruh positif tidak signifikan
terhadap kecurangan di instansi
pemerintahan sehingga H2
diterima. Hal ini dapat dilihat pada
table 4.8 yang menunjukkan bahwa
keefektifan pengendalian intern
(X2) memiliki nilai signifikansi
(Sig.) 0,212 lebih besar dari 0,05
dan uji t pada variable keefektifan
pengendalian intern menunjukkan
nilai 1,267 lebih kecil dari t table
(2,02190)

Kesesuaian kompensasi
berpengaruh positif tidak signifikan
terhadap kecurangan di instansi
pemerintahan sehingga H3
diterima. Hal ini dapat dilihat pada
table 4.8 yang menunjukkan
bahwa kesesuaian kompensasi (X3)
memiliki nilai signifikansi (Sig.)
0,666 lebih besar dari 0,05 dan uji t
pada variable kesesuaian
kompensasi menunjukkan nilai 434
lebih kecil dari t table (2,02190)
Budaya etis manajemen
berpengaruh negative signifikan
terhadap kecurangan di instansi

pemerintahan sehingga H4



diterima. Hal ini dapat dilihat pada
table 4.8 yang menunjukkan bahwa
budaya etis manajemen (X4)
memiliki nilai signifikansi (Sig.)
0,003 lebih kecil dari 0,05 dan uji t
pada  variable  budaya etis
manajemen menunjukkan — 3,128
lebih kecil dari t table (2,02190)

Uji F

Pengujian ini  bertujuan untuk
mengetahui pengaruh variabel peraturan
hukum, keefektifan pengendalian intern,
kesesuaian  kompensasi, budaya etis
manajemen terhadap kecurangan di
instansi  pemerintahan secara bersama-
sama. Secara bersama-sama peraturan
hukum, keefektifan pengendalian intern,
kesesuaian kompensasi, budaya etis
manajemen kepemimpinan akan terbukti
berpengaruh secara signifikan terhadap
kecurangan di instansi pemerintahan jika
probabilitas signifikansi < 0,05, sebaliknya
jika probabilitas signifikansi > 0,05 maka
variabel budaya organisasi dan gaya
kepemimpinan tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap komitmen organisasi.
Adapun hasil uji F dapat dilihat pada table
berikut:

Berdasarkan dari hasil analisis
tabel 4.9 dapat didapat tabel distribusi F
dicari pada a = 5%, dengan derajat
kebebasan (df) dfl (jumlah vaiabel-1) atau
5-1 = 4, dan (n — jumlah variabel) = 50-5=
45 . Berdasarkan hasil analisis regresi
linear berganda (dalam hal ini untuk
menguji  pengaruh  secara  simultan)
diperoleh hasil, yaitu bahwa F hitung > F
tabel (7,199 > 3,20) dan signifikasi (0,000
< 0,05), maka Ho ditolak dan Ha diterima,
artinya variabel bebas (peraturan hukum,
keefektifan pengendalian intern,
kesesuaian  kompensasi, budaya etis
manajemen) secara simultan berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kecurangan
di instansi pemerintahan secara simultan

atau bersama-sama.

Uji Koefisien Determinasi (R?)

Adjusted R|Std. Error of the

Square Estimate

0,341 2,829

Dependent | Independent | R Fhitung | Sig.

Variable Variable Square

Y X1, X2, X3, | 0,396 7,199 | 0,000
X4

Dilihat dari nilai koefisien determinasi
berganda, hasil analisis menujukkan
bahwa besarnya persentase peraturan
hukum, keefektifan pengendakian intern,
kesesuaian kompensasi, budaya etis
manajemen terhadap kecurangan di
instansi pemerintahan dapat dilihat dari
nilai R Square (R?) menunjukkan sebesar
0,396 atau 39,6% dan sisanya 60,4 %



dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor-
faktor lain yang tidak dimasukkan dalam
model penelitian  ini  yaitu seperti
komitmen organisasi, gaya kepemimpinan,

asimetri informasi, keadilan procedural.
HASIL dan PEMBAHASAN

1. Pengaruh Peraturan Hukum
Terhadap Kecurangan (Fraud)
di Instansi Pemerintahan

Berdasarkan analisis
statistik dalam penelitian ini
ditemukan bahwa hipotesis
pertama (H1) diterima,
disimpulkan  bahwa peraturan
hukum  berpengaruh  negative
signifikan terhadap kecurangan di
instansi  pemerintahan.  Artinya
semakin tinggi persepsi pegawai
mengenai peraturan hukum di
suatu pemerintahan, maka dapat
mengurangi terjadinya kecurangan
(fraud) di instansi pemerintahan.

Gone Theory yang
menyatakan tentang faktor-faktor
yang mendorong  terjadinya
kecurangan (fraud), salah satu
dintaranya adalah kesempatan
(opportunity). Apabila peraturan
hukum di instansi lemah maka
akan membuka peluang bagi
pegawai untuk melakukan tindak

kecurangan, sebaliknya apabila

peraturan hukum di instansi baik
maka tidak ada kesempatan bagi
para pegawai untuk melakukan
tindakan kecurangan (fraud). Hasil
Penelitian ini mendukung teori
Fraud Triangle dimana semakin
tinggi persepsi pegawai tentang
peraturan hukum dalam suatu
instansi maka akan mengurangi
adanya tindak kecurangan (fraud).
Berdasarkan analisis deskriptif
dapat diketahui bahwa peraturan
hukum di dinas se-Bondowoso
tergolong dalam kategori tegak.

Sehingga hal tersebut dapat
mengurangi peluang para
pegawainya untuk melakukan
tindakan kecurangan (fraud). Hasil
penelitian ini tidak selaras dengan
penelitian terdahulu yaitu hasil
penelitian Pramudita (2013) dan
Zulkarnain (2013) yang
menyatakan bahwa tidak terdapat
pengaruh antara penegakan hukum
terhadap terjadinya fraud di sektor
pemerintahan. Hasil penelitian ini
mendukung teori yang ada bahwa
semakin baik peraturan hukum,
maka semakin rendah
kecenderungan terjadinya fraud.
Hal ini disebabkan karena persepsi
responden yang meyakini bahwa
sistem peraturan hukum secara

umum sudah berjalan dengan baik.



Pemberian sanksi dan proses
hukum  bagi para  pelaku
kecurangan sudah sesuai dengan
harapan.

. Pengaruh Keefektifan
Pengendalian Intern Terhadap
Kecurangan (Fraud) di Instansi
Pemerintahan

Hipotesis  kedua yang
diajukan dalam penelitian ini
adalah bahwa keefektifan
pengendalian internal berpengaruh
positif tidak signifikan terhadap
kecurangan di instansi
pemerintahan. Artinya semakin
rendah persepsi pegawai mengenai
keefektifan pengendalian internal
di suatu pemerintahan, maka dapat
meningkatkan terjadinya
kecurangan di instansi
pemerintahan. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa keefektifan
pengendalian internal berpengaruh
positif terhadap kecurangan di
instansi  pemerintahan. Dengan
demikian, hasil pengujian menolak
hipotesis kedua (H2).

Kecurangan yang terjadi di
instansi  pemerintahan dilakukan
oleh pegawai yang mengalami
masalah keuangan dan dilakukan
karena melihat adanya peluang
kelemahan pada pengendalian

internal instansi tersebut.

Berdasarkan pendapat Smith et al.
dan Beasley et al. (2000) dalam
Falah (2010) penerapan
pengendalian internal yang efektif
akan mengurangi tindakan
kecurangan. Tanpa  adanya
kepatuhan terhadap sistem
pengendalian intern maka system
tersebut tidak akan berguna secara
efektif, Khususnya dalam
pencegahan fraud. Maka
diperlukan suatu partisipasi dari
pegawai atau karyawan serta pihak
manajemen atau atasan dalam
mematuhi sistem pengendalian
intern yang ada, untuk menjamin
keefektifan pengendalian internal.
Jika suatu pengendalian internal
dilaksanakan secara efektif, nilai-
nilai etika akan diintegrasikan
dengan perilaku anggota
organisasi sehingga munculnya
perilaku yang tidak diinginkan
(tidak  etis) dapat ditekan.
(Thoyyibatun,2009).

Hasil penelitian ini juga
tidak  selaras  dengah  hasil
penelitian dari Rahmawati (2012)
yang menyatakan bahwa
keefektifan pengendalian internal
berpengaruh  negatif  terhadap
kecurangan akuntansi yang berarti
semakin efektifnya pengendalian

internal, maka kecenderungan



kecurangan akuntansi dapat
terhindarkan. Didalam lingkungan
DPKAD telah memiliki sistem
pengendalian internal yang baik
sehingga segala perilaku tidak etis
yang dapat dilakukan  oleh
karyawan dapat terdeteksi. Kinerja
para karyawan di pantau secara
berkala sehingga mereka berkerja
sesuai  pekerjaannya  masing-
masing.

Kurangnya pengawasan
intern dapat membuka peluang
sehingga mengakibatkan pegawali
di instansi pemerintahan tidak
melakukan tugas dan fungsinya
masing-masing secara efektif dan
efisien. Serta tidak sesuai dengan
rencana dan kebijakan yang telah
ditetapkan oleh organisasi. Sistem
pengendalian internal yang kurang
efektif dapat meningkatkan
kelalaian ~ terhadap  ketentuan
perundang-undangan yang berlaku,
serta dapat meningkatkan
terjadinya kerugian, kecurangan,

dan pelanggaran.

3. Pengaruh Kesesuaian

Kompensasi Terhadap
Kecurangan (Fraud) di Instansi
Pemerintahan

Hipotesis  ketiga  yang
diajukan dalam penelitian ini

adalah bahwa kesesuaian

kompensasi berpengaruh positive
tidak signifikan terhadap
kecurangan di instansi
pemerintahan. Artinya semakin
rendah persepsi pegawai mengenai

kesesuaian kompensasi di suatu

pemerintahan, maka dapat
meningkatkan terjadinya
kecurangan di instansi

pemerintahan. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa kesesuaian
kompensasi berpengaruh positive
terhadap kecurangan di instansi
pemerintahan. Dengan demikian,
hasil pengujian menolak hipotesis
ketiga (H3).

Pengaruh  positif antara
kesesuaian kompensasi terhadap
peluang terjadinya fraud di instansi
pemerintah  dapat  dijelaskan
sebagai berikut: semakin tinggi
kompensasi yang diberikan kepada
seorang pegawai maka semakin
tinggi pula tanggung jawab dan
kewenangan pegawai tersebut.
Seseorang yang memiliki
kewenangan dan kekuasaan
cenderung lebih berpeluang untuk
melakukan fraud. Hal ini sejalan
dengan konsep capability dalam
fraud  diamond.  Wolf dan
Hermanson (2004) berpendapat
bahwa fraud yang umumnya

bernominal besar tidak mungkin



terjadi apabila tidak ada orang
tertentu dengan kapabilitas khusus
yang ada dibaliknya (Gbegi dan
Adebisi, 2013). Gone Theory yang
menyatakan tentang faktor-faktor
yang mendorong terjadinya
kecurangan (fraud), salah satu
dintaranya adalah Greed atau
keserakahan.  Apabila  seorang
pegawai merasa belum terpuaskan
akan penghasilan yang mereka
miliki otomatis pegawai tersebut
meakukan berbagai macam cara
agar keinginan atau target yang dia
inginkan terpenuhi. Walaupun hal
tersebut membahayakan
kedudukannya ataupun instansi
tempat dia bekerja. Di dalam Gone
Theory juga menyatakan tentang
Needs atau kebutuhan, berkaitan
dengan faktor-faktor yang
dibutuhkan oleh individu-individu
untuk menunjang hidupnya yang
menurutnya wajar.

Hasil penelitian tersebut
bertolak belakang dengan konsep
yang ada dan tidak selaras dengan
hasil penelitian sebelumnya oleh
Pramudita  (2013), Zulkarnain
(2013), Apriadi (2014), Sulastri
dan Simanjuntak (2014) yang
menyatakan ~ bahwa  terdapat
pengaruh negatif antara

kesesuaian kompensasi terhadap

terjadinya fraud di  instansi
pemerintahan. Hasil tersebut juga
tidak selaras dengan penelitian
yang dilakukan oleh Wilopo
(2006) dan Sulistyowati (2007)
yang menyatakan bahwa
kesesuaian ~ kompensasi  tidak
berpengaruh terhadap terjadinya

fraud di instansi pemerintahan.

. Pengaruh Budaya Etis

Manajemen Terhadap
Kecurangan (Fraud) di Instansi
Pemerintahan

Hipotesis keempat yang
diajukan dalam penelitian ini
adalah  bahwa budaya etis
manajemen berpengaruh negatif
terhadap kecurangan di instansi
pemerintahan. Artinya semakin
tinggi persepsi pegawai mengenai
budaya etis manajemen di suatu
pemerintahan, maka dapat
mengurangi terjadinya kecurangan
di instansi pemerintahan. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa
budaya etis manajemen
berpengaruh  negatif  terhadap
kecurangan di instansi
pemerintahan. Dengan demikian,
hasil pengujian menerima
hipotesis keempat (H4).

Budaya etis manajemen

merupakan suatu gambaran dari



perilaku manajemen yang dapat
dicontoh dan ditiru oleh para
pegawainya. Sekalipun itu
merupakan tindakan kecurangan
pegawai akan melakukan suatu
pembenaran  atas tindakannya
tersebut karena merasa bahwa
tindakannya itu sudah dengan
tindakan yang dilakukan oleh
manajemen. Oleh sebab itu
budaya etis manajemen yang baik
sangat  berpengaruh  terhadap
Kinerja pegawainya dan dapat
menurunkan tindakan kecurangan.

Hasil penelitian ini sesuali
dengan penelitian  Sulistyowati
(2007) yang menemukan hasil
bahwa semakin baik  kultur
organisasi di suatu pemerintahan
maka akan semakin rendah
persepsi  aparatur  pemerintah
mengenai tindak korupsi. Dalam
penelitiannya di jelaskan bahwa
kultur organisasi yang baik tidak
akan membuka peluang sedikitpun
bagi individu untuk melakukan
korupsi, karena kultur organisasi
yang baik akan membentuk para
pelaku organisasi mempunyai
sense of belonging (rasa ikut
memiliki) dan sense of identity
(rasa bangga sebagai bagian dari

suatu organisasi).

Hal ini juga didukung
dengan penelitian Wilopo (2006)
yang menemukan adanya
pengaruh positif perilaku tidak etis
terhadap kecenderungan
kecurangan akuntansi  Wilopo
(2006) menjelaskan bahwa
perusahaan dengan standar etika
yang rendah akan memiliki resiko
kecurangan akuntansi yang tinggi.
Sehingga hal ini mendukung
penelitian kali ini yang
mengatakan bahwa budaya etis
organisasi yang tinggi dapat
menurunkan resiko fraud di sektor
pemerintahan.

Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa budaya etis
manajemen dalam pelaksanaan
operasional di dinas se-Kabupaten
Bondowoso  tergolong  dalam
kategori cukup etis sehingga dapat

mengurangi tindakan kecurangan.

KESIMPULAN dan SARAN
Kesimpulan

Penelitian ini menguji faktor-faktor
yang mempengaruhi terjadinya fraud di
sektor pemerintah, yaitu peraturan hukum,
keefektifan pengendalian intern, keseuaian
kompensasi, budaya etis manajemen..
Berdasarkan hasil penelitian dan rumusan
hipotesis yang telah dijelaskan pada bab

sebelumnya, maka dapat disimpulkan



peraturan hukum dan budaya etis
manajemen berpengaruh terhadap
terjadinya kecurangan di sektor
pemerintahan. Sedangkan faktor
keefektifan pengendalian intern dan
kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh
terhadap terjadinya fraud di instansi
pemerintahan. Diantara kedua faktor yang
berpengaruh tersebut, faktor yang paling
dominan pengaruhnya terhadap terjadinya
fraud adalah peraturan hukum. Penelitian
ini memberikan bukti empiris bahwa jika
peraturan hukum berjalan dengan baik dan
kuat, maka dapat mencegah terjadinya
kecurangan di instansi pemerintahan

walaupun faktor-faktor lain diabaikan.

Keterbatasan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini,
peneliti mengalami beberapa keterbatasan
dan kendala sebagai berikut:

1. Peneliti membutuhkan waktu
lebih lama dalam pengumpulan
data penelitian. Peneliti
merencanakan dalam waktu
maksimal dua minggu
kuesioner dapat dikirim
kembali kepada peneliti, tetapi
realisasinya  butuh  waktu
hampir  3minggu. Hal ini
dikarenakan pembagian
kuisioner di saat bulan puasa
sehingga aktivitas perkantoran

pegawai dinas cukup padat

karena keterbatasan jam kerja.
Selain itu juga tidak adanya
jam istirahat pada saat bulan
puasa mengakibatkan kuisioner
tertunda pengisiannya
menunggu hingga para pegawai
benar-benar memiliki  waktu

yang kosong.

. Jumlah kuesioner yang disebar

sebanyak 60 kuesioner dan
yang kembali sebanyak 50
kuesioner, sehingga terdapat 10
kuesioner yang tidak kembali.
Hal  tersebut  dikarenakan
kelalaian penyimpanan
kuisioner setelah  pengisian

kuisioner tersebut.

Saran

1. Penelitian selanjutnya

diharapkan tidak hanya
menggunakan metode angket
kuesioner) tetapi juga dapat
menambahkan  metode Ilain
seperti  metode  wawancara
dalam memperoleh data agar
hasilnya lebih menunjukkan
keadaanyang sebenarnya.

Diharapkan  bagi  instansi
pemerintah  di  Kabupaten

Bondowoso untuk lebih

menghargai keberhasilan
pegawainya dalam
melaksanakan pekerjaan



dengan cara  memberikan
penghargaan kepada mereka
yang berprestasi.

. Selain faktor waktu yang tepat
dalam pengumpulan data agar
kuesioner yang kembali lebih
maksimal, sebaiknya
mengambil  populasi  dan
sampel yang lebih  besar
jumlahnya  agar peluang
kesalahan generalisasinya lebih
kecil. Selain itu, peneliti
selanjutnya juga dapat
menambah atau  mengganti
variabel agar diperoleh hasil
penelitian yang lebih bervariasi.
. Pehatikan waktu pengumpulan
data. Sebaiknya pengumpulan
data dilakukan pada saat para
pegawai memiliki jam Kkerja
yang tidak padat sehingga
pengisian  kuisioner  dapat
ditunggu dan langsung kembali

kepada peneliti.
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